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Abstrak: Hukum ketenagakerjaan terus mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, 

ekonomi, dan teknologi yang dinamis. Artikel ini mengkaji secara komprehensif evolusi regulasi ketenagakerjaan, mulai 

dari pendekatan tradisional hingga penerapan kerangka hukum modern yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. 

Fokus utama terletak pada tantangan utama yang dihadapi dalam melindungi hak-hak pekerja, seperti perlindungan 

sosial, pengaturan jam kerja, sistem pengupahan, serta dampak dari perubahan pola kerja akibat digitalisasi dan 

otomatisasi. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi bagaimana globalisasi dan kemajuan teknologi menciptakan 

peluang sekaligus ancaman bagi perlindungan pekerja, khususnya dalam konteks pekerjaan fleksibel dan ekonomi digital. 

Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan yang berimbang dalam regulasi ketenagakerjaan untuk memastikan 

tercapainya keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta daya saing ekonomi secara berkelanjutan. Melalui 

tinjauan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang relevan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi 

dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih progresif dan responsif terhadap tantangan global. 

Kata kunci: Hukum Ketenagakerjaan, Regulasi, Hak-hak Pekerja 

 

Abstract: Labor law has undergone significant developments in response to dynamic 

social, economic, and technological changes. This article provides a comprehensive review 

of the evolution of labor regulations, from traditional approaches to the implementation of 

modern legal frameworks that are more adaptive to contemporary demands. The 

discussion focuses on key challenges in protecting workers' rights, such as social 

protection, working hours, wage systems, and the impacts of shifting work patterns due 

to digitalization and automation. Additionally, the article explores how globalization and 

technological advancements create opportunities and challenges for worker protection, 

particularly in the context of flexible work arrangements and the digital economy. This 

study underscores the importance of a balanced approach in labor regulations to ensure 

social justice, enhance worker welfare, and promote sustainable economic competitiveness. 

Through this review, the article aims to provide relevant insights for policymakers, 

academics, and practitioners in designing progressive labor policies that are responsive to 

global challenges. 
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Pendahuluan 

Hukum ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang hukum yang terus 

berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam lima tahun 

terakhir, berbagai studi menunjukkan bahwa tantangan dalam hukum ketenagakerjaan 

tidak hanya berasal dari dinamika domestik, tetapi juga dari tekanan globalisasi dan 

perkembangan teknologi digital. Menurut Kittayarak (2021), globalisasi telah mendorong 

peningkatan fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja, tetapi di sisi lain menimbulkan 

tantangan baru dalam hal perlindungan hak-hak pekerja. Tantangan ini menjadi semakin 

kompleks dengan munculnya pekerjaan fleksibel dan ekonomi berbasis platform, seperti 

ride-hailing dan e-commerce, yang sering kali berada di luar kerangka regulasi tradisional. 

Perkembangan teknologi digital, khususnya otomatisasi dan artificial intelligence (AI), 

turut mengubah pola kerja tradisional. Autor dan Reynolds (2020) mencatat bahwa 

teknologi ini telah menggantikan banyak pekerjaan manual, menciptakan kebutuhan baru 

akan regulasi yang dapat melindungi pekerja dari dampak disrupsi teknologi. Di Indonesia, 

perubahan ini juga relevan mengingat tingginya adopsi teknologi dalam sektor informal, 

yang sering kali tidak dilindungi oleh regulasi formal. Hal ini diperparah dengan lemahnya 

pengawasan terhadap implementasi kebijakan ketenagakerjaan di lapangan, sebagaimana 

disoroti oleh Hermawan dan Putri (2022). 

Di sisi lain, regulasi ketenagakerjaan di Indonesia masih menghadapi tantangan 

klasik, seperti kurangnya perlindungan sosial, sistem pengupahan yang tidak merata, dan 

praktik outsourcing yang tidak adil. Sumber daya manusia yang belum siap menghadapi 

perubahan juga menjadi masalah mendasar. Iskandar dan Mulyadi (2023) menekankan 

bahwa untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif 

dan inovatif, termasuk kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam 

merumuskan kebijakan yang berkelanjutan. 

Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat telah memengaruhi berbagai 

aspek kehidupan, termasuk hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Dalam konteks 

global, tantangan dalam hukum ketenagakerjaan semakin kompleks dengan hadirnya 

konsep fleksibilitas tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pasar tenaga 

kerja, namun sering kali mengorbankan hak-hak pekerja. Menurut Standing (2020), 

fleksibilitas ini menciptakan fenomena "precariat" yaitu kelompok pekerja yang hidup 

dalam kondisi tidak pasti, tanpa jaminan kerja dan perlindungan sosial yang memadai. 

Di Indonesia, regulasi ketenagakerjaan telah mengalami berbagai perubahan, 

terutama melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Undang-undang 

ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan menciptakan lebih banyak 

lapangan kerja. Namun, implementasinya menuai kritik dari berbagai pihak karena 

dianggap melemahkan perlindungan pekerja, seperti pengurangan hak cuti, penghapusan 
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upah minimum sektoral, dan kemudahan dalam praktik outsourcing. Penelitian oleh 

Setiawan (2021) menunjukkan bahwa banyak pekerja yang merasa dirugikan oleh kebijakan 

ini, terutama di sektor informal yang tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. 

Tantangan lain dalam hukum ketenagakerjaan adalah integrasi teknologi dalam dunia 

kerja. Digitalisasi telah menciptakan peluang baru, seperti pekerjaan berbasis platform 

digital, namun juga menghadirkan tantangan besar dalam hal regulasi. Pekerja platform 

digital, seperti pengemudi ojek online dan kurir e-commerce, sering kali tidak diakui sebagai 

pekerja formal, sehingga tidak mendapatkan akses terhadap jaminan sosial dan 

perlindungan tenaga kerja. Menurut penelitian Fitriana dan Kurniawan (2022), 

ketidakjelasan status hukum pekerja platform ini membutuhkan regulasi yang lebih 

inklusif untuk melindungi hak-hak mereka. 

Selain itu, globalisasi turut memengaruhi hubungan ketenagakerjaan melalui 

peningkatan persaingan antarnegara dalam menarik investasi asing. Banyak perusahaan 

multinasional yang memanfaatkan perbedaan regulasi ketenagakerjaan antarnegara untuk 

menekan biaya produksi. Menurut Harvey (2020), fenomena ini disebut sebagai "race to the 

bottom" di mana negara-negara bersaing dengan melonggarkan regulasi ketenagakerjaan 

demi menarik investasi, yang pada akhirnya merugikan pekerja lokal. 

Yusran dan Prasetya (2023) menyoroti pentingnya pendekatan tripartit dalam 

perumusan kebijakan ketenagakerjaan, melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja 

untuk menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas pasar tenaga kerja dan perlindungan 

hak-hak pekerja. Di sisi lain, pendekatan berbasis teknologi, seperti penggunaan big data 

untuk memantau kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, juga mulai banyak 

diperbincangkan sebagai solusi inovatif. 

Di Indonesia, transformasi hukum ketenagakerjaan harus mempertimbangkan 

tantangan struktural, seperti tingginya tingkat informalitas di pasar tenaga kerja, 

rendahnya literasi hukum di kalangan pekerja, dan kesenjangan implementasi kebijakan. 

Herlina dan Subakti (2021) menekankan pentingnya penguatan institusi pengawasan 

ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan pekerja berjalan secara efektif. Selain itu, 

pelibatan pekerja dalam proses perumusan kebijakan juga menjadi faktor kunci untuk 

menciptakan regulasi yang lebih inklusif. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang berfokus pada studi 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan 

perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 

Tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, dan peraturan lainnya yang 

terkait dengan isu ketenagakerjaan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup hasil 
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penelitian, jurnal hukum, dan literatur ilmiah yang membahas perkembangan dan 

tantangan dalam hukum ketenagakerjaan. 

Pendekatan penelitian dilakukan melalui analisis doktrinal, di mana hukum dipahami 

sebagai norma atau kaidah yang hidup dalam masyarakat. Teknik analisis data melibatkan 

pengkajian sistematis terhadap isi peraturan dan dokumen hukum untuk mengidentifikasi 

masalah hukum yang ada serta memberikan solusi yang sesuai. Analisis ini dilengkapi 

dengan interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna 

memahami maksud dan tujuan dari peraturan yang berlaku. 

Penelitian ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan 

internasional yang tercantum dalam konvensi-konvensi International Labour Organization 

(ILO), seperti Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak 

untuk Berorganisasi, serta Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding 

Bersama. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan hukum ketenagakerjaan yang tidak hanya sesuai dengan konteks 

nasional, tetapi juga relevan dalam lingkup internasional. 

 

Hasil dan Pembahasan 

A. Kerangka Konstitusional Hukum Ketenagakerjaan 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan landasan tertinggi dalam sistem 

hukum Indonesia. Sebagai konstitusi, UUD 1945 tidak hanya menjadi pedoman dalam 

penyusunan peraturan perundang-undangan tetapi juga memberikan arah dan tujuan bagi 

perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam sektor ketenagakerjaan. 

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." 

Pasal ini tidak hanya menjamin hak atas pekerjaan tetapi juga mengamanatkan 

tanggung jawab negara untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang memenuhi 

prinsip keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Ini berarti negara harus aktif 

memastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan kerja yang layak dan 

menikmati perlindungan atas hak-hak dasarnya dalam hubungan kerja. 

Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menegaskan: "Setiap orang berhak untuk 

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." 

Pasal ini memperluas cakupan hak ketenagakerjaan, mencakup aspek keadilan dalam 

kompensasi, perlindungan hukum, dan kepastian kerja. Dengan demikian, negara tidak 

hanya bertugas menyediakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan bahwa kondisi kerja 

yang diberikan memenuhi standar keadilan dan kesejahteraan. 

Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga 

mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 
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1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum 

(rechtsstaat), yang mengutamakan keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh 

rakyatnya. 

Menurut Harjono (2019), pasal-pasal dalam UUD 1945 terkait ketenagakerjaan 

berfungsi sebagai landasan moral dan hukum untuk mengembangkan kebijakan 

ketenagakerjaan yang responsif terhadap kebutuhan pekerja. Namun, Harjono juga 

mencatat bahwa implementasi ketentuan ini sering menghadapi kendala, seperti lemahnya 

pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, ketimpangan kekuasaan dalam 

hubungan kerja, dan kurangnya perhatian terhadap pekerja sektor informal. 

Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan pekerja menjadi 

tantangan utama. Dalam praktiknya, sering ditemukan konflik antara kepentingan 

pengusaha yang mengutamakan efisiensi dan keuntungan, dengan hak pekerja untuk 

mendapatkan kondisi kerja yang manusiawi. Negara memiliki tanggung jawab untuk 

mengelola keseimbangan ini agar tidak terjadi eksploitasi tenaga kerja. 

Meskipun UUD 1945 memberikan dasar yang kuat, implementasi regulasi 

ketenagakerjaan sering kali tidak mencerminkan semangat konstitusi. Beberapa tantangan 

utama dalam pelaksanaan hak konstitusional ketenagakerjaan meliputi: 

1. Pekerja di Sektor Informal 

Sektor informal, yang mencakup lebih dari 60% angkatan kerja Indonesia, sering kali 

tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Pekerja sektor ini, seperti buruh 

tani, pedagang kaki lima, dan pekerja rumah tangga, menghadapi risiko eksploitasi, 

ketidakpastian penghasilan, dan minimnya akses terhadap jaminan sosial. 

Menurut Herlina dan Subakti (2021), pekerja sektor informal sering kali tidak memahami 

hak-hak mereka karena kurangnya literasi hukum dan minimnya akses terhadap informasi. 

2. Pekerja Berbasis Platform Digital 

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah menciptakan pola kerja baru, seperti 

gig economy atau ekonomi berbasis platform. Para pekerja di sektor ini, seperti pengemudi 

ojek online, kurir, dan pekerja lepas, berada di posisi rentan karena tidak diakui sebagai 

pekerja formal. Standing (2020) menyebut mereka sebagai "precariat" yaitu kelompok 

pekerja yang tidak memiliki jaminan kerja, asuransi kesehatan, atau perlindungan sosial. Di 

Indonesia, regulasi terkait pekerja platform masih dalam tahap awal, sehingga belum 

mampu menjamin perlakuan yang adil sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 

3. Ketimpangan Kekuasaan dalam Hubungan Kerja 

Dalam banyak kasus, pekerja berada dalam posisi tawar yang lemah dibandingkan 

dengan pengusaha. Hal ini terutama terlihat dalam kasus hubungan kerja kontrak atau 

outsourcing, di mana pekerja sering kali kehilangan akses terhadap hak-hak dasar seperti 

cuti, pesangon, atau jaminan sosial. Iskandar dan Mulyadi (2023) mencatat bahwa kebijakan 
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fleksibilitas kerja yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja cenderung memperbesar 

ketimpangan ini, sehingga memerlukan revisi agar lebih sesuai dengan semangat UUD 

1945. 

4. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Kelemahan pengawasan ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor utama yang 

menghambat perlindungan hak pekerja. Banyak perusahaan yang tidak mematuhi 

peraturan terkait upah minimum, jam kerja, atau kondisi kerja, karena lemahnya 

penegakan hukum oleh pemerintah. Menurut Harjono (2019), penguatan pengawasan 

ketenagakerjaan memerlukan reformasi birokrasi yang mendukung transparansi dan 

akuntabilitas, serta partisipasi aktif dari masyarakat. 

 

B. Tantangan Globalisasi dan Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja 

Globalisasi telah membawa dampak besar pada pola kerja dan hubungan industrial. 

David Harvey (2020) dalam teorinya tentang "race to the bottom" menjelaskan bahwa 

globalisasi mendorong negara-negara untuk melonggarkan regulasi ketenagakerjaan guna 

menarik investasi asing. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, di mana kebijakan seperti 

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) bertujuan untuk meningkatkan 

fleksibilitas pasar tenaga kerja, namun dinilai melemahkan perlindungan hak pekerja. 

Sebagai contoh, penghapusan upah minimum sektoral dan pengaturan baru tentang 

outsourcing dalam UU Cipta Kerja menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja. 

Hermawan dan Putri (2022) mencatat bahwa perubahan ini memperbesar kesenjangan 

antara pekerja tetap dan pekerja kontrak, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam 

hubungan kerja. 

Lebih lanjut, fleksibilitas yang ditawarkan oleh UU Cipta Kerja sering kali 

dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menekan biaya tenaga kerja, seperti yang terlihat 

dalam praktik pekerja outsourcing. Menurut Iskandar dan Mulyadi (2023), meskipun 

kebijakan ini memberikan keuntungan bagi sektor bisnis, pekerja sering kali dirugikan 

karena kehilangan perlindungan kerja yang seharusnya dijamin oleh negara. 

 

C. Dampak Digitalisasi dan Ekonomi Berbasis Platform 

Digitalisasi telah menciptakan pola kerja baru yang sering kali tidak tercakup dalam 

regulasi tradisional. Standing (2020) menyebutkan bahwa pekerja di sektor ekonomi 

berbasis platform, seperti pengemudi ojek online dan kurir e-commerce, adalah bagian dari 

"precariat" kelompok pekerja yang hidup dalam kondisi tidak pasti tanpa jaminan kerja dan 

perlindungan sosial. 

Di Indonesia, status hukum pekerja platform digital masih menjadi perdebatan. 

Mereka tidak dianggap sebagai pekerja formal, tetapi juga tidak sepenuhnya independen. 
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Penelitian oleh Fitriana dan Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa pekerja platform 

menghadapi tantangan besar, seperti tidak adanya perlindungan asuransi, jaminan 

pensiun, atau akses terhadap hak cuti. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Pasal 28D 

UUD 1945 yang mengamanatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

Sebagai upaya menghadapi tantangan ini, beberapa negara telah mulai mengadopsi 

regulasi yang mengakui pekerja platform sebagai pekerja formal. Misalnya, Spanyol telah 

mengeluarkan "Rider Law" yang mewajibkan perusahaan platform untuk memberikan 

perlindungan kerja kepada pekerja mereka. Hal ini dapat menjadi contoh bagi Indonesia 

dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif. 

 

D. Tantangan Regulasi di Sektor Informal 

Sektor informal di Indonesia, yang melibatkan sekitar 60% angkatan kerja, sering kali 

luput dari perhatian regulasi ketenagakerjaan. Pekerja di sektor ini, seperti pedagang kaki 

lima, buruh tani, dan pekerja rumah tangga, sering kali tidak memiliki akses terhadap 

jaminan sosial atau perlindungan hukum. 

Menurut Herlina dan Subakti (2021), lemahnya pengawasan dan kurangnya literasi 

hukum di kalangan pekerja sektor informal menjadi hambatan utama dalam meningkatkan 

perlindungan mereka. Padahal, UUD 1945 telah menegaskan bahwa setiap warga negara 

berhak atas penghidupan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis 

komunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pekerja sektor informal. 

 

E. Pendekatan Tripartit dalam Reformasi Hukum Ketenagakerjaan 

Salah satu pendekatan yang diusulkan untuk menghadapi tantangan dalam hukum 

ketenagakerjaan adalah model tripartit, yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan 

pekerja dalam proses perumusan kebijakan. Yusran dan Prasetya (2023) menyebutkan 

bahwa pendekatan ini dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fleksibilitas 

pasar tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja. 

Di Indonesia, dialog tripartit telah diupayakan melalui Dewan Pengupahan Nasional 

dan forum-forum serupa. Namun, efektivitasnya sering kali terbatas oleh ketimpangan 

kekuasaan antara pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu, penguatan representasi pekerja 

dalam proses pengambilan keputusan menjadi langkah penting untuk meningkatkan 

keadilan dalam hubungan kerja. 
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F. Rekomendasi Kebijakan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi 

kebijakan untuk menghadapi tantangan dalam hukum ketenagakerjaan: 

1. Penguatan Pengawasan Ketenagakerjaan Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas 

pengawasan ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal dan ekonomi berbasis 

platform. Penggunaan teknologi seperti big data dapat membantu memantau kepatuhan 

perusahaan terhadap regulasi. 

2. Regulasi Inklusif untuk Pekerja Platform Digital Pemerintah harus merancang kebijakan 

yang mengakui pekerja platform sebagai bagian dari tenaga kerja formal, dengan 

memberikan akses terhadap jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan perlindungan kerja 

lainnya. 

3. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Mengingat dampak disrupsi teknologi, 

diperlukan reformasi sistem pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga 

kerja yang adaptif terhadap perubahan zaman. 

4. Dialog Tripartit yang Lebih Efektif Dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja 

harus diperkuat untuk menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Representasi 

pekerja dalam forum-forum ini perlu ditingkatkan agar suara mereka lebih didengar. 

5. Revisi Undang-Undang Cipta Kerja Mengingat kritik terhadap UU Cipta Kerja, 

diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan kebijakan ini sejalan dengan 

semangat UUD 1945 dalam melindungi hak-hak pekerja. 

 

Simpulan 

Kerangka konstitusional hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sebagaimana diatur 

dalam UUD 1945, menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dan keadilan 

dalam hubungan kerja. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar 

hukum utama yang menjamin hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, imbalan adil, 

dan perlakuan manusiawi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan 

signifikan, seperti lemahnya perlindungan bagi pekerja di sektor informal dan berbasis 

platform digital, ketimpangan kekuasaan dalam hubungan kerja, serta minimnya 

pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk 

penguatan regulasi yang inklusif, peningkatan pengawasan yang berbasis teknologi, dialog 

tripartit yang lebih kuat, serta revisi terhadap kebijakan yang merugikan pekerja. Dengan 

memastikan kebijakan ketenagakerjaan sejalan dengan semangat keadilan sosial 

sebagaimana diamanatkan UUD 1945, Indonesia dapat menciptakan sistem 

ketenagakerjaan yang lebih adil, berkeadaban, dan responsif terhadap dinamika global. 
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